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ABSTRACT

Toll road construction is one of the government's efforts in order to provide
easy access to the community. One of them is the construction of the Semarang-
Demak Toll Road section Il in Demak Regency. However, in its implementation,
this project experienced problems in providing compensation, due to limited budget
so that compensation payments were delayed. In addition to the late implementation
process, there are social, economic and environmental impacts obtained by the
affected community in this case the entitled party and the affected community after
the land acquisition of the Semarang-Demak toll road section I1.

This research aims to analyze the process of implementing land acquisition and
the impacts caused when related to regulations, problems in providing
compensation and solutions. The research used mixed methods with concurrent
triangulation design. Data was obtained through questionnaires to respondents,
namely the entitled parties and direct interviews with informants who have been
determined, namely the Head of the Land Acquisition and Development Section,
PPK Land Acquisition, Village Officials, and affected communities in Purwosari,
Sidogemah, Sayung, Loireng, and Tambakroto Villages. In addition to conducting
questionnaires and interviews, researchers also conducted document studies related
to Land Acquisition Planning Documents (DPPT) and laws and regulations.

The results showed that the land acquisition of the Semarang-Demak Toll Road
section Il in its implementation was not in accordance with the regulations and had
positive and negative impacts on socio-economic and environmental conditions.
The problems encountered are the late compensation period due to budget
constraints, residual land, replacement land for village treasury and wagf, different
measurement results in the certificate and current measurement results, not
involving adjacent neighbors in determining boundaries, transfer of rights that are
not carried out in front of a official certifier of title deeds (PPAT), differences in
coordinates between coordinates on the work map and coordinates in the field,
misuse of compensation money, people living far from relatives, loss or reduction
of jobs and income, higher tidal flooding, air and noise pollution, and cracked
houses. The solutions are more realistic budget planning, wiser use of compensation
money, construction of temporary access roads/bridges for the community,
construction of water pump houses, more pro-active government in providing
selling places, planting trees, and more specific DPPT content related to impacts.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat yang tertuang di UU No. 2/2012 selanjutnya
diatur lebih lanjut di PP No. 19/2021, pemerintah boleh untuk mengambil
alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur
yang baru. Pasal 1 UU No. 2/2012 menyebutkan bahwa pengadaan tanah
adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian
yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Menurut Dewi & Salim
(2020) perhitungan perkiraan ganti rugi di atas dilakukan terhadap tanah,
ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan ruang atas tanah dan bawah
tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan
yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam
pembangunan nasional terutama pembangunan sarana umum pastinya
membutuhkan sebidang tanah yang cukup luas. Salah satu sisi tanah yang
diperlukan telah memiliki hak atas tanahnya masing-masing. Oleh karena
itu, kegiatan pengadaan tanah perlu memperhatikan pentingnya peran tanah
dalam kehidupan seseorang. Tanah memiliki fungsi ekonomis dan fungsi
sosial dimana sesuai dengan UU No. 5/1960 Pasal 6 yang berbunyi bahwa
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial inilah yang
terkadang mengharuskan pemegang hak untuk mengorbankan kepentingan
pribadi atas tanah untuk kepentingan umum. Pada dasarnya, undang-undang
ini  bertujuan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan
kepentingan masyarakat serta penyelenggaraan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dilaksanakan tidak terlepas dari aspek fisik dan non
fisik. Aspek fisik biasanya berkaitan dengan lingkungan dan aspek non fisik

berupa sosial ekonomi masyarakat. Kemudian lebih luasnya menurut Noor



dkk. (2017) berbagai aspek meliputi aspek demografis, geografis, politis,
ekologi, maupun sosial ekonomi warga yang wilayahnya terkena proyek.
Oleh sebab itu, dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi
pembangunan diperlukan suatu keseimbangan dalam pembangunan untuk
tercapainya suatu pembangunan yang sustainable dengan tetap
memperhatikan kondisi lingkungan. Karena menurut Suraji dkk. (2022) jika
aspek pembangunan yang berwawasan lingkungan diabaikan, maka akan
ada kerusakan atau hilangnya beberapa prasarana dan akses serta sumber
daya alam.

Pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol memiliki beberapa
tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
Pada tahapan pelaksanaan ini berupa pembebasan lahan untuk proyek jalan
tol. Pembebasan lahan untuk jalan tol ini diberikan kepada pihak yang
berhak melalui skema ganti rugi sesuai dengan ketentuan PP 19/2021. Dari
sini diketahui pengertian dari pihak yang berhak adalah pihak yang
menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah dimana untuk selanjutnya
dilakukan proses pelepasan hak yaitu kegiatan pemutusan hubungan hukum
dari pihak yang berhak kepada negara. Menurut Nayoan & Prasetyo (2020)
pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu
meninggalkan masyarakat. Di Indonesia, kegiatan pengadaan tanah belum
dilakukan secara maksimal karena kurangnya peran masyarakat dan
penyuluhan kepada masyarakat mengenai rencana pengadaan tanah
terhadap pihak yang butuh tanah, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
(DPPT) yang belum dikaji dengan benar terhadap keadaan lingkungan dan
sosek serta masih kurangnya peran pihak yang berwenang dalam pengadaan
tanah mulai dari awal perencanaan. Dengan adanya pengadaan tanah ini
maka akan terjadi perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk
selanjutnya pihak yang berhak ini akan memiliki dampak pada perubahan
kondisi sosial ekonominya. Beberapa dampak yang terjadi yaitu keluhan
masyarakat akibat dampak dari pengadaan tanah kedepannya, tidak puasnya

masyarakat terhadap nilai dan proses ganti rugi aset yang dimiliki,



kecemburuan sosial masyarakat akibat tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja
dalam proyek pembangunan, gangguan lingkungan selama konstruksi
seperti bising, polusi, debu, dan banjir. Kemudian terkait dengan mobilitas
terganggunya akses masyarakat ke wilayah seberang dan kondisi
pertumbuhan ekonomi saat jalan tol sudah mulai dioperasikan.

Menurut Utami dan Sarjita (2021) dalam perkembangannya
mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka
penyediaan tanah untuk pembangunan nasional diatur lebih lanjut dalam
Perpres Rl No. 62/2018. Di dalam UU No. 2/2012 maupun di dalam aturan
pelaksanaannya mengatur bahwasanya di dalam pengadaan tanah, yakni
pada tahap perencanaan, bahwa setiap instansi yang membutuhkan tanah
diwajibkan untuk melakukan studi kelayakan terkait kondisi sosial ekonomi
dan lingkungan. Di dalam PP No. 19/2021 pada Pasal 7 secara jelas
menyebutkan bahwasanya di dalam DPPT minimal harus berisi 6 poin, salah
satunya yaitu terkait survei sosial ekonomi sebagai bagian dalam studi
kelayakan sebelum pengadaan tanah. Penting untuk melakukan penilaian
dampak sosial ekonomi pada tahap awal perencanaan pengadaan tanah agar
tidak hanya fokus pada aspek fisik seperti ketersediaan lahan untuk
pembangunan. Menurut Nugroho dkk. (2018) dalam rangkaian kegiatan
pengadaan tanah menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pengadaan
tanah masih cenderung bias, tidak jelas serta cenderung bersifat normatif,
atau bisa juga dikatakan hanya sekedar memenuhi asas administratif saja.
Pada dasarnya tujuan dan asas pengadaan tanah agar masyarakat terdampak,
dalam hal ini pihak yang berhak memperoleh tempat tinggal/rumah kembali
serta mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang minimal harus sama atau
justru lebih baik dan masyarakat yang terdampak atau yang tinggal di sekitar
lokasi pembangunan kondisinya juga harus lebih baik. Hal itu harus
direncanakan sejak proses penyusunan dokumen perencanaan oleh instansi
yang mengadakan pembangunan.

Menurut Dewi & Salim (2020) kebutuhan sarana transportasi

memang sangat penting untuk keberlangsungan berbagai sektor kehidupan



masyarakat. Salah satu unsur yang sangat penting bagi proses
perkembangan dan pertumbuhan sektor kehidupan masyarakat khususnya
ekonomi yaitu melalui pembangunan infrastruktur jalan raya termasuk jalan
tol. Oleh karena itu sektor infrastruktur menjadi target yang sangat penting
dalam setiap periode pemerintahan. Pengembangan jalan tol mempunyai
efek yang sangat positif bagi pertumbuhan suatu wilayah, baik itu
mempercepat mobilitas penduduk, maupun efek pertumbuhan ekonomi
yang sangat signifikan bagi wilayah tersebut. Oleh karena itu saat ini
pemerintah sedang mengupayakan dan mempercepat proyek jaringan jalan
tol di seluruh Indonesia melalui Perpres No. 109/2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.
Perpres ini mengatur tentang percepatan pelaksanaan PSN yang perlu lebih
dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan
pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional.
Pembangunan jalan tol di Jawa Tengah masuk dalam PSN yang menjadi
fokus utama Bapak Presiden Joko Widodo dalam menunjang kegiatan
industri dan pariwisata di Jawa Tengah.

Sesuai dengan DPPT Jalan Tol Semarang-Demak, Jalan Tol
Semarang-Demak adalah jalan tol yang menghubungkan kota Semarang
dengan kota Demak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sesuai dengan
penetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/52 tahun 2016 tanggal 24
November 2016 dan surat keputusan Menteri PUPR Nomor: 335
KPTS/M/2017 tentang Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota
Semarang dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, jalan tol ini
memiliki panjang sekitar 26,5 kilometer. Jalan tol laut ini akan terintegrasi
dengan tanggul laut sepanjang £10 Km yang akan dibangun dengan cara
reklamasi. Proyek ini membutuhkan lahan seluas +539,7 Ha dengan cara
pembebasan lahan atau pengadaan tanah yang berada di 24 kelurahan/desa,
di 8 kecamatan, di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Maksud dan
tujuan dari pembangunan jalan tol ini vyaitu untuk meningkatkan

aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani kawasan utara



Jawa yang mempunyai lalu lintas dengan kepadatan tinggi dan dibangunnya
tangguk laut untuk menanggulangi banjir rob dan abrasi di wilayah Kota
Semarang dan Kabupaten Demak. Menurut Batubara dkk. (2020) tanggul
laut rencananya akan dibangun mulai dari sisi timur Banjir Kanal Timur
(BKT) hingga Sungai Sayung. Wilayah administratif pembangunan tanggul
laut berada di Kelurahan Terboyo Kulon, Wetan dan Kelurahan Trimulyo,
Kecamatan Genuk dan desa-desa di Kabupaten Demak. Untuk
pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak terbagi menjadi dua seksi yaitu
seksi 1 Semarang-Sayung dan seksi 2 yaitu Sayung-Demak. Seksi 1 yaitu di
Kota Semarang meliputi Kecamatan Genuk. Kemudian untuk Seksi 2 di
Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Sayung, Kecamatan Karang
Tengah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Demak.

Terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan, aspek sosial ekonomi
masyarakat yang terkena dampak pembangunan masih kurang diperhatikan.
Menurut Murti & Rofi (2017) hal yang paling esensial dari aspek sosial
ekonomi adalah persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh warga
masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua masyarakat yang
berhak mampu untuk mengelola dan memanfaatkan uang ganti rugi yang
diberikan sehingga masyarakat terkesan konsumtif dan jika dilihat dari jenis
pekerjaan masih banyak masyarakat yang bingung untuk beralih setelah
lahan kerjanya terkena pengadaan tanah. Sebagai contoh pekerjaan yang
terkait yaitu petani, walaupun diberikan uang ganti rugi terhadap tanah
mereka tetapi mereka hanya punya keahlian untuk bertani saja sehingga
dibutuhkan lahan pengganti yang sama produktifnya untuk melaksanakan
kegiatan bertaninya.

Fokus utama yang dipertegas dalam pengadaan tanah tidak hanya
tentang aspek fisik saja, akan tetapi juga tentang aspek non fisik yang tidak
tampak seperti kapasitas yang masyarakat miliki, hubungan antar sosial
mayarakat, potensi sosial-ekonomi, dan kondisi sosial budaya yang menjadi
satu dalam kehidupan masyarakat. Tingkat keberhasilan pembangunan

dapat dilihat dari adanya dampak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.



Dampak bisa berupa keberhasilan dari pembangunan yang dilihat dari
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pada
dasarnya Dampak dari pembangunan memiliki dua sisi yaitu dampak yang
positif dan negatif. Hasil pembangunan yang membawa dampak positif
berarti masyarakat memperoleh banyak kesempatan untuk menikmati hasil-
hasil pembangunan. Sedangkan Dampak negatif yaitu adanya kerugian yang
dialami masyarakat akibat terkena pembangunan. Menurut Sumaryoto
(2010) pembangunan jalan tol secara nyata akan memudahkan akses
transportasi antar daerah sehingga proses bisnis akan semakin lancar.
Dampak ikutan yang lain adalah terbukanya lapangan kerja dan semakin
meningkatnya ekonomi masyarakat. Hal ini juga didukung dalam penelitian
Radiansyah dkk. (2017) pembangunan jalan tol mendorong geliat
perekonomian di wilayah-wilayah yang pada akhirnya bisa terhubung
aksesnya. Menurut Revayanti (2019) Efisiensi waktu adalah poin penting
dari dampak positif yang diperoleh dari pembangunan jalan tol yang secara
meluas akan memicu perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Meskipun
memiliki catatan penting terkait dampak positifnya, pembangunan jalan tol
juga memiliki dampak negatif. Dalam Rofiullah (2019) menemukan bahwa
pembangunan jalan tol menyebabkan terjadinya alih mata pencarian.
Kondisi ekonomi mengalami perubahan karena lahan pertanian terkena
pembebasan lahan. Oleh karena itu, kajian dampak sosial ekonomi pada
pengadaan tanah jalan tol merupakan suatu kajian awal (anticipatory
research) untuk meningkatkan dampak positif yang ditandai dengan kondisi
sosial ekonomi dan lingkungan yang baik dan meminimalisasi dampak
negatif yang ditandai dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang
buruk. Disamping itu, hasil studi ini dapat memberikan rekomendasi untuk
menunjuk lokasi lain atau untuk tidak meneruskan suatu proyek. Karena jika
diteruskan, akan terjadi dampak penting yang tidak bisa ditanggulangi
sehingga tidak tercapainya tujuan dari pengadaan tanah untuk kepentingan
umum yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana



“Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Il terhadap

Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan”.

. Rumusan Masalah

Selaras dengan tekad pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu
untuk tercapainya kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Menurut Wardhana (1999) bahwa pembangunan akan membawa dampak
bagi kehidupan manusia yaitu dampak positif yang meningkatkan kualitas
dan kenyamanan hidup sedangkan dampak negatif yang menurunkan
kualitas dan kenyamanan hidup manusia. Begitu juga yang terjadi di dalam
pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Il, dilihat dari aspek
ekonomi pasca pembebasan lahan ditemui masyarakat yang kehilangan
pekerjaan karena tanah yang diganti rugi untuk pengadaan tanah Jalan Tol
Semarang-Demak Seksi Il merupakan lahan yang menjadi sumber utama
penghasilan sehingga berdampak juga pada pendapatan masyarakat.

Kemudian lebih jauh dari itu permasalahan yang timbul karena
terputusnya jalan atau akses masyarakat karena pembangunan Jalan Tol
Semarang-Demak Seksi Il sehingga menyebabkan sulitnya akses (jalan kaki
maupun memakai alat transportasi) ke pemukiman dan lahan pertanian di
wilayah seberang. Kalaupun bisa masyarakat harus melewati terowongan
yang jauh jaraknya. Hal ini dapat dinilai menimbulkan suatu ketimpangan
karena dampak dari pembangunan jalan tol yang menyediakan akses untuk
umum tetapi malah memutus akses masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari aspek sosial masyarakat yaitu teridentifikasi dengan
timbulnya rasa tidak nyaman oleh masyarakat yang tinggal atau membangun
rumah di lingkungan yang baru karena sebelumnya tinggal dekat dengan
sanak saudara kemudian harus tinggal jauh atau tidak berdekatan dengan
sanak saudara. Jika dilihat dari aspek lingkungan, terganggunya masyarakat
sekitar jalan tol karena suara bising dan debu dari kendaraan yang melintasi
jalan tol menjadi masalah utama yang harus diterima sehingga masyarakat

terdampak mau tidak mau harus beradaptasi. Belum lagi kemungkinan



terjadi banjir karena perubahan penggunaan lahan dari yang sebelumnya
daerah resapan menjadi daerah terbangun sehingga mengurangi hak atas air.

Hal inilah yang membawa penulis ingin meneliti lebih dalam
bagaimana hasil dari suatu pembangunan bisa mengubah kondisi
masyarakat dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Sehingga
dapat dibuat pertanyaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi pemerintah, pihak yang berhak dan masyarakat
terdampak terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan
tol?

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak pasca pengadaan
tanah untuk pembangunan jalan tol?

3. Bagaimana persepsi masyarakat terdampak terhadap kondisi lingkungan

sekitar pasca pengadaan tanah untuk jalan tol?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

a. Mengetahui persepsi pemerintah, pihak yang berhak dan masyarakat
terdampak terhadap proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan
tol

b. Mengetahui dan menganalisis kondisi sosial ekonomi pihak yang
berhak pasca pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol

c. Mengetahui persepsi masyarakat terdampak terhadap kondisi
lingkungan sekitar pasca pengadaan tanah untuk jalan tol

2. Manfaat

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti
empiris mengenai dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial
ekonomi dan lingkungan pasca pembangunan jalan tol Semarang-

Demak seksi Il sebagai bahan kajian lebih lanjut.



b. Manfaat Praktis

1.

Bagi Peneliti
Mengembangkan kreativitas peneliti dan pengetahuan peneliti serta
menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan mengenai

pengadaan tanah.

. Bagi STPN

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi pustaka dari hasil
penelitian guna mengembangkan ilmu pertanahan khususnya di

bidang pengadaan tanah.

. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak

pengadaan tanah.

. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian literatur peneliti
selanjutnya mengenai dampak pengadaan tanah jalan Jalan Tol
Semarang-Demak Seksi Il terhadap kondisi sosial ekonomi dan

lingkungan.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil
kesimpulan mengenai dampak pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak
Seksi 1l yaitu proses pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Il
sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku mulai dari proses perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Hal itu terlihat dari semua
pihak yang terlibat melaksanakan tugas dengan baik sehingga proses
pengadaan tanah bisa berjalan lancar hingga jalan tol sudah bisa digunakan
walaupun masih ada beberapa masalah terkait pemberian ganti rugi, tanah
sisa, dan tanah pengganti untuk tanah kas desa serta wakaf. Dalam proses
pelaksanaan di lapangan juga ditemui permasalahan terkait dengan hasil
ukur di sertipikat dan hasil ukur saat ini berbeda, tidak melibatkan tetangga
yang berbatasan dalam menentukan batas, peralihan hak yang tidak
dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan terjadi
perbedaan koordinat antara koordinat di peta kerja dan koordinat di
lapangan. Jika dilihat dari besaran nilai ganti rugi, besaran ganti rugi yang
diterima pihak yang berhak sudah sangat sesuai sehingga mereka bisa hidup
lebih layak dan sejahtera dibanding sebelumnya. Untuk kondisi masyarakat
di sekitar jalan tol merasa bahwa pengadaan tanah hanya menguntungkan
sebagian orang saja terutama mereka yang tanahnya terkena pembangunan,
untuk masyarakat yang tinggal berdampingan dengan jalan tol merasa tidak
diuntungkan. Semua pihak yang berhak memilih ganti rugi dalam bentuk
uang. Rata-rata uang hasil ganti rugi digunakan oleh pihak yang berhak
pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Il untuk membeli tanah,
rumah, kendaraan dan membuka usaha.

Pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Il berdampak
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positif dan negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Dampak positif
terjadi terhadap kondisi sosial ekonomi sebagian besar pihak yang berhak.
Yang pertama dilihat dari kondisi tempat tinggal yang lebih baik, bertambah
banyaknya aset yang dimiliki, meningkatnya kepemilikian rumah dari bebas
sewa menjadi hak milik dan terbebas dari banjir rob. Yang kedua yaitu
semakin banyak pihak yang berhak membuka usaha dari hasil pemberian
ganti rugi. Pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Il berdampak
negatif terhadap kondisi sosial ekonomi karena menyebabkan berubahnya
lokasi tempat tinggal pihak yang berhak, terutama bagi mereka yang
rumahnya pindah akibat tergusur oleh pembangunan Jalan Tol Semarang-
Demak Seksi Il seperti di Desa Purwosari, Desa Sidogemah, dan Desa
Sayung. Berubahnya lokasi tempat tinggal mengharuskan mereka untuk
menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan baru mereka, yang belum tentu
bisa senyaman yang dulu. Perubahan lain yang terlihat yaitu pada kondisi
ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendapatan yang
dimiliki oleh masyarakat yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol
Semarang-Demak Seksi |l terutama yang sebelumnya memiliki usaha
warung di rumah, setelah pindah tempat tinggal keadaan masyarakat dan
pembeli tidak seramai di rumah yang dulu.

Jika dilihat dari sisi lingkungan, pengadaan tanah Jalan Tol
Semarang-Demak Seksi Il berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan
masyarakat sekitar setelah pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi
I. Yang pertama yaitu masalah banjir rob yang semakin tinggi dan sulit
surut terutama yang dekat dengan pesisir di sebelah utara jalan pantura,
semakin tingginya air rob dan di sebelah selatan jalan pantura jika terjadi
hujan, air hujan menggenangi jalan kampung dan rumah masyarakat karena
talut yang dibuat untuk jalan tol lebih tinggi daripada tanah disekitarnya
sehingga air sulit keluar menuju laut. Yang kedua polusi udara karena debu
dan suara bising yang mengganggu selama proses pembangunan hingga

membuat resah masyarakat. Kemudian yang ketiga banyak rumah warga
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yang retak karena dampak penanaman tiang pancang pada saat
pembangunan jalan tol. Keretakan bervariatif mulai dari retak ringan, retak

sedang dan retak berat.

. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat diberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis
dan tepat dalam pembebasan tanah PSN. Keterlibatan para ahli keuangan
dan pemetaan yang cermat akan membantu menyusun estimasi biaya
pembebasan tanah dengan lebih akurat. Dengan cara ini, perencanaan
anggaran akan lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko kekurangan
dana atau penundaan pembayaran kompensasi kepada pemilik lahan
terdampak proyek.

2. Bagi pihak yang berhak penerima ganti rugi diharapkan harus lebih bijak
dengan tidak konsumtif dalam menggunakan uang hasil ganti rugi yang
mereka peroleh.

3. Apabila terdapat akses jalan dan jembatan yang terputus akibat
pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi |1, diharapkan pihak
pemegang proyek pembangnan jalan tol membangun terlebih dahulu
jalan pengganti yang bisa digunakan bagi pengguna jalan yang biasa
melintas di jalan tersebut begitu juga dengan gapura/pintu masuk desa
yang ikut berpindah mengikuti jalan yang dibangun. Tentunya dalam
membangun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

4. Diperlukannya pembangunan rumah pompa dimana sistem kerja rumah
pompa yang mampu mengatur aliran air untuk dibuang menuju sungai
atau lautan dianggap mampu mengatasi permasalahan banjir rob. Ketika
banjir rob terjadi volume air laut meningkat maka rumah pompa akan

menyedot air laut yang masuk dan dimasukkan ke dalam tampungan
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sementara. Banjir rob akan disedot menggunakan pompa air tambahan
untuk menyedot air rob atau hujan yang menggenangi kawasan
permukiman dan jalan pantura khususnya Semarang-Demak yang dilalui
Jalan Tol Semarang-Demak sehingga banjir rob bisa lebih cepat teratasi.
. Pemerintah diharapkan mampu pro-aktif dalam membangun kembali
daerah yang terkena dampak jalan tol terhadap dampak perekonomian
masyarakat sekitar, seperti menyediakan tempat untuk berjualan produk-
produk ataupun kuliner setempat di rest area jalan tol. Dan dalam aspek
lingkungan perlu solusi untuk mengurangi polusi, seperti menanam
pohon dengan jenis tertentu yang dapat mengurangi polusi udara
maupun suara yang terjadi.

. Diperlukan muatan yang lebih matang dan terperinci dalam menyusun
DPPT dimana dampak pembangunan di luar dari dampak lingkungan,
sosial, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat harus ada penanganan
dampak lainnya yang lebih spesifik sebagai antisipasi dampak spesifik
akibat pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian diperlukan
juga penyelesaian masalah dengan tujuan win-win solution jika terjadi
permasalahan sehingga tidak menimbulkan konflik yang meluas di

masyarakat dan tidak mengganggu proses pengadaan tanah.
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